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Tentang
Model Keserentakan Pemilihan Umum

Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

yang diwakili oleh Khoirunnisa Nur Agustyati sebagai Ketua

Pengurus Yayasan Perludem dan Irmalidarti sebagai Bendahara

Pengurus Yayasan Perludem

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (UU 7/2017) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Undang-Undang (UU 8/2015) terhadap Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)

Pengujian Pasal 1 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), dan Pasal 347 ayat (1)

UU 7/2017 serta Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 terhadap Pasal 1 ayat (2),

Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1) dan

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

Dalam Provisi

Menolak permohonan Provisi Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

2. Menyatakan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang
ke depan tidak dimaknai, “Pemungutan suara dilaksanakan secara
serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota
Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, dan
setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling
lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau
sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden dilaksanakan pemungutan
suara secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan



5.

6.

Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
kabupaten/kota, dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati,
dan walikota/wakil walikota pada hari libur atau hari yang diliburkan
secara nasional”;

Menyatakan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang
ke depan tidak dimaknai, “Pemungutan suara diselenggarakan
secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, dan
setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun atau paling
lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau
sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden diselenggarakan
pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan gubernur/wakil gubernur,
bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota”;

Menyatakan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,
dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang
ke depan tidak dimaknai, “Pemilihan dilaksanakan secara serentak
di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi,
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dan
gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil
walikota yang dilaksanakan dalam waktu paling singkat 2 (dua)
tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak
pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan
Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden.”;

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya;
Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Tanggal Putusan : Kamis, 26 Juni 2025

Ikhtisar Putusan

Bahwa Pemohon adalah Organisasi Non Pemerintah atau Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan
keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian dan dalam rangka
turut serta mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia.



Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan a quo adalah
pengujian materiil norma Pasal 1 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017
serta Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 terhadap UUD NRI Tahun 1945 sehingga Mahkamah
berwenang mengadili permohonan a quo.

Bahwa terkait kedudukan hukum Pemohon, sdri. Khoirunnisa Nur Agustyati dan sdri.
Irmalidarti berhak bertindak untuk dan atas nama Yayasan Perludem, baik di dalam maupun di
luar pengadilan, in casu untuk mewakili Yayasan Perludem dalam pengajuan permohonan
pengujian undang-undang ke Mahkamah dan Pemohon telah dapat menguraikan hak
konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 yang dianggap dirugikan dengan
berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Lebih lanjut, Pemohon telah
dapat menerangkan adanya hubungan kausal (causal verband) antara anggapan kerugian hak
konstitusional yang terjadi dengan berlakunya norma Pasal 1 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), dan
Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017, serta Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 yang dimohonkan pengujian.
Oleh karena menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai
Pemohon dalam pengujian norma Pasal 1 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), dan Pasal 347 ayat (1)
UU 7/2017, serta Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 a quo.

Bahwa terhadap permohonan provisi Pemohon, meskipun norma-norma a quo telah
beberapa kali dimohonkan pengujian, namun demi mendapatkan penjelasan yang lebih
komprehensif terkait persoalan konstitusional yang diajukan Pemohon, Mahkamah merasa
perlu untuk mendengar keterangan dari pihak-pihak sebagaimana termaktub dalam Pasal 54
UU MK. Sehingga permohonan provisi Pemohon tidak dapat dikabulkan sehingga harus
dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berkaitan dengan norma Pasal 167 ayat (3), Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 dan
Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 yang sebelumnya pernah diajukan pengujian ke Mahkamah
dikaitkan dengan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2
Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021),
sehingga dapat dinilai apakah terhadap norma Pasal a quo dapat dimohonkan kembali.
Berkenaan dengan hal tersebut, terdapat perbedaan dasar pengujian dalam Perkara Nomor
37/PUU-XVII/2019, Perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019, Perkara Nomor 16/PUU-XIX/2021, dan
Perkara Nomor 35/PUU-XX/2022 dengan dasar pengujian perkara a quo, yaitu dalam
permohonan a quo, menggunakan dasar pengujian Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (5), dan
Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang tidak digunakan sebagai dasar pengujian dalam
Perkara Nomor 37/PUU-XVII/2019, Perkara Nomor 55/PUU-XVII/2019, Perkara Nomor
16/PUU-XIX/2021 dan Perkara Nomor 35/PUU-XX/2022 sehingga permohonan Pemohon
untuk menguiji norma Pasal 167 ayat (3), dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017 serta Pasal 3 ayat
(1) VU 8/2015 tidak terhalang oleh keberlakuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 78 PMK 2/2021.
Dengan demikian, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan secara formal
permohonan a quo dapat diajukan kembali.

Berdasarkan uraian kutipan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
55/PUU-XVII/2019, model keserentakan pemilihan umum sepanjang tidak mengubah prinsip
dasar keserentakan pemilihan umum dalam praktik sistem pemerintahan presidensial, yakni
dengan tetap mempertahankan keserentakan pemilihan umum untuk memilih anggota lembaga
perwakilan rakyat tingkat pusat (DPR dan DPD) dengan pemilihan umum presiden/wakil
presiden adalah model keserentakan pemilihan umum yang konstitusional berdasarkan UUD
NRI Tahun 1945. Dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-
XVII/2019 tersebut, Mahkamah juga menegaskan penentuan model yang dipilih menjadi
wilayah pembentuk undang-undang untuk memutuskan. Namun demikian, sejak Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk
umum, pembentuk undang-undang belum melakukan perubahan terhadap UU 7/2017 dan UU



Pilkada. Padahal, sejak putusan tersebut diucapkan, secara faktual telah dilaksanakan
Pemilihan Umum 2024 untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden/wakil presiden,
dan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota, serta pemilihan kepala daerah untuk memilih
gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota serentak nasional pada
tanggal 27 November 2024. Artinya, Pemilihan Umum 2024 dilaksanakan menggunakan
model/alternatif angka 1, yaitu pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR, anggota
DPD, presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota. Dalam hal ini,
pemilihan dilaksanakan dengan 5 (lima) kotak, yaitu masing-masing kotak memilih untuk
anggota DPR, anggota DPD, presiden/wakil presiden, anggota DPRD provinsi, dan anggota
DPRD kabupaten/kota. Setelah itu, pada tahun yang sama dilaksanakan pemilihan kepala
daerah untuk memilih gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota
serentak nasional. Berkenaan dengan jadwal dimaksud, pada tahun yang sama, dilaksanakan
pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden/wakil presiden, dan
anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota pada tanggal 14 Februari 2024 dan tanggal 27
November 2024 diselenggarakan pemilihan kepala daerah untuk memilih gubernur/wakil
gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota.

Bahwa penyelenggaraan pemilihan umum sejak tahun 2004, yaitu setelah perubahan
konstitusi (1999-2002), terdapat sejumlah fakta penting yang berkenaan dengan pemilihan
umum. Pertama, meskipun secara konstitusional sama-sama diatur dalam Pasal 22E ayat (2)
UUD NRI Tahun 1945, pada tahun 2004, 2009, dan 2014, pemilihan umum untuk memilih
anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota dan pemilihan umum
untuk memilih presiden/wakil presiden dilaksanakan secara terpisah. Kedua, berbeda dari 3
(tiga) pemilihan umum sebelumnya, pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan
2024, pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, presiden/wakil presiden, dan anggota
DPRD provinsi/kabupaten/kota dilaksanakan serentak. Dalam hal ini, Pemilihan Umum Tahun
2019 dan Pemilihan Umum Tahun 2024 dilaksanakan dengan 5 (lima) kotak, yang masing-
masing kotak untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden/wakil presiden, anggota
DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota. Ketiga, dari penyelenggaraan pemilihan
umum sejak tahun 2004 dimaksud, secara faktual semua jenis pemilihan umum dilaksanakan
dengan pemilihan langsung oleh rakyat. Namun demikian, jadwal penyelenggaraan pemilihan
kepala daerah masih terpisah dalam berbagai gelombang atau belum berada dalam rezim
pemilihan serentak nasional. Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016
pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil
bupati, dan walikota/wakil walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
dilaksanakan pada bulan November 2024, in casu 27 November 2024.

Bahwa setelah mempelajari disain jadwal penyelenggaraan pemilihan umum untuk
memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD
provinsi/kabupaten/kota dikaitkan dengan Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016 menyebabkan
penyelenggaraan semua jenis pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah menjadi
berada dalam tahun yang sama, yaitu tahun 2024. Pertembungan tahun penyelenggaraan
demikian, dalam batas penalaran yang wajar, berakibat terjadinya impitan sejumlah tahapan
dalam penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, presiden/wakil
presiden, dan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota dengan sejumlah tahapan awal dalam
penyelenggaraan pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil
walikota. Dengan adanya fakta berimpitan sejumlah tahapan pemilihan umum tersebut maka
tidak bisa dicegah/dihindari terjadinya tumpukan beban kerja penyelenggara pemilu, yang
dalam batas penalaran yang wajar berpengaruh terhadap kualitas penyelenggaraan pemilihan
umum.



Bahwa selain ancaman terhadap kualitas penyelenggaraan pemilihan umum, tumpukan
beban kerja penyelenggara yang terpusat pada rentang waktu tertentu karena impitan waktu
penyelenggaraan pemilihan umum dalam tahun yang sama menyebabkan adanya kekosongan
waktu yang relatif panjang bagi penyelenggara pemilu. Dalam hal ini, dengan mencontohkan
penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, presiden/wakil presiden, dan
anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota tahun 2024 yang Dberimpitan tahun
penyelenggaraannya dengan pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan
walikota/wakil walikota, telah menyebabkan tumpukan beban kerja yang terkait langsung
dengan tahapan pemilihan umum bagi penyelenggara pemilihan umum berlangsung paling
lama hanya sekitar 2 (dua) tahun. Padahal, dengan menggunakan amanat Pasal 22E ayat (5)
UUD NRI Tahun 1945 yang menghendaki penyelenggara pemilihan umum yang bersifat
nasional dan tetap mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah dengan masa jabatan
selama 5 (lima) tahun, maka masa jabatan penyelenggara pemilihan umum menjadi tidak
efisien dan tidak efektif karena hanya melaksanakan “tugas inti” penyelenggaraan pemilihan
umum hanya sekitar 2 (dua) tahun.

Bahwa tahapan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD,
presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota yang berada dalam
rentang waktu kurang dari 1 (satu) tahun dengan pemilihan gubernur/wakil gubernur,
bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota, disadari atau tidak, juga berimplikasi pada
partai politik, terutama berkaitan dengan kemampuan untuk mempersiapkan kader partai politik
dalam kontestasi pemilihan umum. Dalam hal ini, partai politik dalam waktu instan harus
menyiapkan ribuan kader untuk dapat bersaing dan berkompetisi pada semua jenjang
pemilihan mulai dari pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, presiden/wakil presiden,
dan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota hingga pemilihan gubernur/wakil gubernur,
bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota pada waktu yang berdekatan. Akibatnya, partai
politik mudah terjebak dalam pragmatisme dibanding keinginan menjaga idealisme dan ideologi
partai politik. Selain itu, dengan jadwal yang berdekatan, partai politik tidak memiliki waktu yang
cukup untuk melakukan perekrutan calon anggota legislatif pada pemilu legislatif tiga level
sekaligus dan bagi partai politik tertentu harus pula mempersiapkan kadernya untuk
berkontestasi dalam pemilihan umum presiden/wakil presiden. Dengan demikian, agenda yang
berdekatan tersebut telah berdampak sebagaimana hal-hal yang telah disebutkan di atas dan
juga menyebabkan pelemahan pelembagaan partai politik yang pada titik tertentu partai politik
menjadi tidak berdaya berhadapan dengan realitas politik dan kepentingan politik praktis.

Bahwa dengan waktu penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD,
presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota yang berdekatan dengan
waktu penyelenggaraan pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan
walikota/wakil walikota menyebabkan minimnya waktu bagi rakyat/pemilih menilai kinerja
pemerintahan hasil pemilihan umum presiden/wakil presiden dan anggota DPR. Selain itu,
dengan rentang waktu yang berdekatan dan ditambah dengan penggabungan pemilihan umum
anggota DPRD dalam keserentakan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, dan
presiden/wakil presiden masalah pembangunan daerah cenderung tenggelam di tengah isu
nasional. Padahal, dengan meletakkan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik
Indonesia, masalah pembangunan di setiap provinsi dan kabupaten/kota harus tetap menjadi
fokus dan tidak boleh dibiarkan tenggelam di tengah isu/masalah pembangunan di tingkat
nasional yang ditawarkan oleh para kandidat yang tengah bersaing untuk mendapatkan posisi
politik di tingkat pusat dalam pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, dan presiden/wakil
presiden.

Bahwa dengan waktu penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD,
presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota yang berdekatan dengan



waktu penyelenggaraan pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan
walikota/wakil walikota, juga berpotensi membuat pemilih jenuh dengan agenda pemilihan
umum. Bahkan, jika ditelusuri pada masalah yang lebih teknis dan detail, kejenuhan tersebut
dipicu oleh pengalaman pemilih yang harus mencoblos dan menentukan pilihan di antara
banyak calon dalam pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, presiden/wakil presiden,
dan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota yang menggunakan model 5 (lima) kotak.
Pengalaman di tempat pemungutan suara (TPS) membuktikan, fokus pemilih terpecah pada
pilihan calon yang terlampau banyak dan pada saat yang bersamaan waktu yang tersedia untuk
mencoblos menjadi sangat terbatas. Kondisi ini, disadari atau tidak, bermuara pada
menurunnya kualitas pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam pemilihan umum. Tidak hanya itu,
misalnya paska pemungutan suara di TPS pada Pemilihan Umum 2019, karena soal teknis
penghitungan suara yang rumit dan terbatasnya waktu untuk rekapitulasi suara, banyak
penyelenggara pemilihan umum menjadi korban, baik yang sakit maupun meninggal dunia.

Bahwa Mahkamah tetap berpegang pada pertimbangan hukum dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019. Namun demikian, secara faktual, setelah
melewati waktu lebih 5 (lima) tahun sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-
XVII/2019 diucapkan, pembentuk undang-undang belum melakukan perubahan atas UU
7/12017. Secara faktual pula, saat ini pembentuk undang-undang sedang mempersiapkan upaya
untuk melakukan reformasi terhadap semua undang-undang yang terkait dengan pemilihan
umum. Dalam konteks itu, ditambah pertimbangan hukum pada Paragraf [3.16], dengan tujuan
untuk mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas serta memperhitungkan kemudahan dan
kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak memilih sebagai wujud pelaksanaan
kedaulatan rakyat sebagaimana dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
55/PUU-XVII/2019 terutama dalam penentuan pilihan model atas keserentakan pemilihan
umum, khusus angka 3 dan 4 (him. 324), serta demi mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat
sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tersebut dan tujuan
penyelenggaraan pemilihan umum sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun
1945, setelah bercermin pada praktik sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, menurut
Mahkamah, keserentakan penyelenggaraan pemilihan umum yang konstitusional ke depan
adalah dengan memisahkan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD,
dan presiden/wakil presiden dengan penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPRD
provinsi/kabupaten/kota dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil
walikota. Dengan pendirian tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa semua
model penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk pemilihan gubernur/wakil gubernur,
bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota yang telah dilaksanakan selama ini tetap
konstitusional.

Bahwa dengan pendirian Mahkamah dalam Paragraf [3.17], terdapat 2 (dua) masalah
hukum yang harus dipertimbangkan lebih lanjut. Pertama, jarak/tenggang waktu yang ideal,
atau setidak-tidaknya mendekati ideal, antara penyelenggaraan pemilihan umum
presiden/wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD dengan waktu penyelenggaraan
pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota, dan
anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota. Kedua, pengaturan masa transisi/peralihan
ihwal jabatan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota
berdasarkan hasil pemilihan serentak pada tanggal 27 November 2024, serta anggota DPRD
provinsi dan DPRD kabupaten/kota berdasarkan pemilihan umum pada tanggal 14 Februari
2024.

Bahwa perihal jarak waktu antara penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPR,
anggota DPD, dan presiden/wakil presiden dengan waktu penyelenggaraan pemilihan umum
anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil



bupati, dan walikota/wakil walikota, tidak mungkin ditentukan oleh Mahkamah secara spesifik.
Pendapat Mahkamah tersebut tidak dapat dilepaskan dari penentuan waktu penyelenggaraan
pemilihan umum vyang selalu berkelindan dengan hal-hal teknis semua tahapan
penyelenggaraan pemilihan umum. Namun demikian, berkaca dari pengalaman agenda
pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD, presiden/wakil presiden, dan anggota DPRD
provinsi/kabupaten/kota pada tanggal 14 Februari 2024 yang berdekatan atau masih dalam
tahun yang sama dengan waktu penyelenggaraan pemilihan gubernur/wakil gubernur,
bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota, antara lain menimbulkan masalah
sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf [3.16], sehingga menurut Mahkamah,
penentuan jarak/tenggang waktu penyelenggaraan pemilihan umum anggota DPRD
provinsi/kabupaten/kota dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil
walikota harus didasarkan pada berakhirnya tahapan pemilihan umum anggota DPR, anggota
DPD, presiden/wakil presiden. Penghitungan waktu tersebut dimulai sejak waktu pelantikan
anggota DPR dan anggota DPD atau pelantikan presiden/wakil presiden. Dasar pertimbangan
hukum Mahkamah, peristiwa pelantikan anggota DPR dan anggota DPD atau pelantikan
presiden/wakil presiden dapat diposisikan sebagai akhir dari tahapan pemilihan umum
sebelumnya, in casu pemilihan umum anggota DPR, dan anggota DPD, dan presiden/wakil
presiden. Dengan dasar pertimbangan hukum tersebut, maka pemungutan suara dilaksanakan
secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan
Daerah, Presiden/Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling singkat 2 (dua) tahun
atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan
Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden/Wakil Presiden
dilaksanakan pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dan
gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota.

Bahwa perihal pengaturan masa transisi/peralihan masa jabatan kepala daerah/wakil
kepala daerah hasil pemilihan pada tanggal 27 November 2024, serta masa jabatan anggota
DPRD provinsi/kabupaten/kota hasil pemilihan pada tanggal 14 Februari 2024, oleh karena
masa transisi/peralihan ini memiliki berbagai dampak atau implikasi maka penentuan dan
perumusan masa transisi ini merupakan kewenangan pembentuk undang-undang untuk
mengatur dengan melakukan rekayasa konstitusional (constitutional engineering) berkenaan
dengan masa jabatan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota, termasuk masa jabatan
gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota sesuai dengan prinsip
perumusan norma peralihan atau transisional. Dalam kaitan ini, penting bagi Mahkamah untuk
menegaskan, penyelenggaraan pemilihan umum presiden/wakil presiden, anggota DPR, dan
anggota DPD yang terpisah dari waktu penyelenggaraan pemilihan gubernur/wakil gubernur,
bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota, dan anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota
dilaksanakan sejak Pemilihan Umum 2029 untuk pemilihan umum anggota DPR, anggota DPD,
dan pemilihan umum presiden/wakil presiden. Sedangkan, untuk pemilihan umum anggota
DPRD provinsi/kabupaten/kota dan pemilihan umum gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil
bupati, dan walikota/wakil walikota dilaksanakan sesuai dengan jangka waktu sebagaimana
dinyatakan dalam pertimbangan hukum pada Sub-paragraf [3.18.1] yang selanjutnya
dinyatakan dalam amar putusan a quo.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, norma Pasal 167 ayat (3),
dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017, serta Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 sepanjang berkenaan
dengan model penyelenggaraan pemilihan umum serentak harus dinyatakan bertentangan
dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang ke
depan tidak dimaknai, “Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil
Presiden, dan beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemungutan suara secara serentak



untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi/kabupaten/kota dan
gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota”, yang selengkapnya
akan dinyatakan dalam amar putusan a quo. Dengan demikian pemaknaan norma Pasal 167
ayat (3), dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017, serta Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015 disesuaikan
dengan pemaknaan secara bersyarat dimaksud, termasuk ketentuan umum dan norma-norma
lain yang berkenaan dengan model penyelenggaraan pemilihan umum serentak ke depan. Oleh
karena itu, dalil Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagaian karena pemaknaan
Mahkamah berbeda dengan yang dimohonkan oleh Pemohon.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, norma Pasal 1
ayat (1), Pasal 167 ayat (3), dan Pasal 347 ayat (1) UU 7/2017, serta Pasal 3 ayat (1) UU 8/2015
telah ternyata belum dapat mewujudkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat yang ideal, pemilihan
umum yang demokratis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4),
Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), serta persamaan di hadapan hukum dan pemerintah dan
jaminan perlindungan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1),
dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Namun,
oleh karena pemaknaan Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon,
maka permohonan Pemohon harus dinyatakan beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

Menolak permohonan Provisi Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

2. Menyatakan Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai, “Pemungutan suara
dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota
Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu paling
singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak
pelantikan Presiden/Wakil Presiden dilaksanakan pemungutan suara secara serentak untuk
memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan
walikota/wakil walikota pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional”;

3. Menyatakan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai, “Pemungutan suara
diselenggarakan secara serentak untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden, dan setelahnya dalam waktu
paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak
pelantikan Presiden/Wakil Presiden diselenggarakan pemungutan suara secara serentak
untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil
bupati, dan walikota/wakil walikota”;

4. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah



5.

6.

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan
dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak
dimaknai, “Pemilihan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi,
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dan gubernur/wakil gubernur,
bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota yang dilaksanakan dalam waktu paling
singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan sejak pelantikan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak
pelantikan Presiden/Wakil Presiden.”;

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia
sebagaimana mestinya;

Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.



